BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman

1.

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh
Merdeka (Memorandum of Understanding Between The
Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh
Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan
konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan
dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

bahwa Lampiran I yang mengatur tentang Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Qanun Kabupaten
Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa
Usaha, masih terdapat kekurangan yaitu belum
masuknya kendaraan yang berada pada Dinas
Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Kedua Atas
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013
tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5054);



13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR
3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.



Pasall

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah pada Lampiran I dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Timur Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor
3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 13) diubah.

Pasal II
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idi

pada tanggal 17 September 2018 M
6 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi

pada tanggal

17 September 2018 M

6 Muharram 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ZAHRI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (5/52/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB. AC TIMUR,
M.JAMAL, SH

Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004



LAMPIRAN I

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN
ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN | TARIF (Rp)
1 2 3 4
A. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. | Motor Greader Caterpilar 120 H Perhari 1.505.000
2. | Motor Greader Mitsubishi MG 330 Perhari 1.505.000
3. | Motor Greader Comatsu BD 511-A Perhari 1.505.000
4. | Excavator 320 D (A&B) Perhari 1.440.000
5. | Excavator 312 D (C) Perhari 1.200.000
6. | Buldozer D6 G Perhari 2.000.000
7. | Compresor Atlas Copco Perhari 64.000
8. | Aspal Sprayer BAS 850 TA Perhari 64.000
9. | Three Wheel Roller Barata MG 8 Perhari 205.000
10. | Tandem Roller Case VIB 1000 Perhari 56.000
11. | Vibro Roller Sakai SW 651 Perhari 1.082.000
12. | Vibratori Compaktor Caterpillar CS 553 Perhari 1.300.000
13. | Vibrator Compaktor Bomag BW 138 D Perhari 1.082.000
14. | Air Compressor Airman PDS 130 D Perhari 100.000
15. | Aspal Patch Mixer BAPM 3/Batch Perhari 75.000
16. | Dump Truck Hino Dutro 125 L Perhari 216.000
17. | Dump Truck Isuzu MKR 71 HD Perhari 216.000
18. | Dump Truck Isuzu/Borneo FVM 23 Perhari 311.000
19. | Trailer Borneo 10 Ton Perkali 435.000
20. | Pick Up Isuzu Panther Perhari 100.000
21. | Pick Up Chevrolet Perhari 100.000
22. | Mobil Crane Cap 10 Ton Perhari 559.000
23. | Jack Hammer Perhari 32.000
B. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. | Traktor 4WD Kubota Perhari 350.000
2. | Traktor 4WD Jhondere Perhari 250.000
3. | Traktor 4WD Yanmar Perhari 300.000
4. | Traktor 4WD Messey Percusen Perhari 500.000
5. | Mesin Pompa Air Yokomaha Perhari 10.000
6. | Pick Up Toyota Hilux Perhari 100.000
7. | Mesin Perontok Padi Honda GX 1600 Perhari 20.000
8. | Hand Traktor Yanmar TF 105 ML - DI Perhari 50.000
9. | Alat Semprot Solo Perhari 2.000
10. | Alat Pembersih Gabah Daito GX 160 Perhari 10.000




1| 2 I | 4
C. Dinas Perhubungan
1. | Bus Isuzu NKR66 Perhari 200.000
2. | Bus Mitsubishi FE447F Perhari 200.000
3. | Bus Isuzu NKR 71 E2 Perhari 200.000
4. | Bus Isuzu NKR 71 E2 Perhari 200.000
D. Dinas Perikanan
1. | Crawler Excavator Komatsu PC130F-7 | Perhari | 1.500.000
E. Dinas Lingkungan Hidup
1. | Dump Truck Sampah Perhari 200.000
2. | Mobil Tangga PJU Perhari 350.000

BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB, AC TIMUR,
M.JAMAL, SH

Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004




	HASBALLAH BIN M. THAIB

